
Menimbang : a.

BT'PATI BARTTO SELATAIT
PROVINSI I{ALIMANTAIY TENGAH

I{TPIITUSAIT BUPATI BARISO SELATAIT
NOMOR 188.45/ # lzozz

TEIITAIYG

PEMBEITITUKAN TIM KEBIJAI{AN SATU PETA
DI I(ABU"ATEII BARIIO SELI\TAJT

BT'PATI BARITO SELATAN,

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat(r) peraturan presiden Nomor
23 Tahun 2o2t tentang Perubahan atas peraturan presiden
Nomor 9 Tahun 2al6 Percepatan pelaksanaan Kebijakan satu
Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : SO.OOO, untuk
terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi
geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal;
bahwa untuk melaksanakan verifikasi, validasi dan analisis
data informasi geospasial, perlu dibentuk rim Kebijakan satu
Peta di Kabupaten Barito Selatan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati
Barito selatan tentang Pembentukan Tim Kebijkan safu peta
di Kabupaten Barito Selatan;

Undalg-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Iembaran-Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-
Undang;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2AO7 kntang Penataan
Ruang;

Mengrngat : 1.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 201 1 tentang Informasi
Geospasial;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2OLS tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4
tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nornor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2OO8 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2Ol7 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
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7. Peraturan Pemerintah Nomor zl rahun 2ozl tentang
Penyelenggaraan penataan Ruang;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4s rahun 2a21 tentang
Penyelenggaraan Informasi Geospasial;

9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun zoL+ tentang Jaringan
Inlormasi Geospasial Nasional;

10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2ol6tentang percepatan
Pelaksanaan Kebiiakan satu peta pada Tingkit reteutian
Peta skala 1 : so.oOo, sebagaimana telah aiuu"r, dengan
Peraturan Presiden Nomor zz rahun 2o2L tendng
Perubahan Atas peratrrran presiden Nomor 9 Tahun 2016
Percepatan Pelaksanaan Kebijakan satu peta pada Tingkat
Ketelitian Peta Skala 1 : SO.0O0;

11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu
Data Indonesia;

L2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang perekonomian
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun zalg rentang
sinkronisasi Antar Informasi Geospasial Tematik Dalam
Rangka Percepatan Kebijakan Satu peta;

13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang I Kepala Badan
Pertanahan Nasi,onal Republik Indonesia Nomor L4 Tahun
2021. tentang Pedoman Pen5rusunan Basis Data Dan
Penyajian Peta Rencana Tata Ruang wilayah provinsi,
Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detait Tata Ruang
Kabupaten/Kota;

L4. Peraturan Daerah Provinsi Kalirtrantan Tengah Nomor
5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang wilayah provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 20 15-2035;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor
4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2OL4-2O34;

16- Peratura-n Daera.L Kabupaten Barito selatan Nomor
3 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

77. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor
7 Tahun 2O2O tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor
2 Tahun 2O2l tentang Anggaran Pendapatan dan Betanja
Daerah Tahun Anggaran 2A22;

19. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Nomor 281 Tahun 2019 tentang Peta Indikatif Tumpang
Tindih IGT di Pulau Kalimantan;

20. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Nomor 164 Tahun 2A2l tentang Peta Indikatif Tumpang
Tindih Pemanfaatan Ruang Ketidaksesuaian Perizinan
Pertambangan Dalam Kawasan Hutan;

Surat Deputi Bidang Pecegahan Komisi Pemberantasan Korupsi
Republik Indonesia Nomor : B/4S55/KSP.00/ tO-L6l LAl2O2O
perihal Rekomendasi Penyelesaian Thmpang Tindih Informasi
Geospasial Tematik (IGT) di Provinsi Kalimantan Tengah datam
rangka Implementasi Kebijakan Satu Peta.

Memperhatikan :



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

IfiEMUTUSI(AN:

Membentuk Tim Kebiiakan satu peta di Kabupaten Baritoselatan, denga, susunan keanggotaan slbagaimanatercantum daram r,ampiran I yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Keputusan ini.

Y.3"" t\rgas liry peryepatan, Tim pelaksana, dan Timsekretariat Kebijakan satu p"t" x"u"p"i.""e;to selatansebagaimana tercantum d*I?1rr L,ampiran II yangmerupakan bagran tidak terpisahkan aa"i r"p,rtusan ini.

P:S** \iur? yangtimbul akibat dikeluarkannya Keputusanini dibegiyrkan pada DpA satuan Kerja p"t*"s["t Daerahpada SKPD masing-masing.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

15 mte'*ari 2022

SELJITAil,

a\

Tembusan, disampaikan kepada yth :1. Menteri Koordinator Bidang perekonomian di Jakarta.2' U"l!"ti Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAppENAS
RI di Jakarta.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
L2.

Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
Ketua KPK di Jakarta.
Ketua Badan Informasi Geospasial di Cibinong.
Gubernur Kalimantan Tengah di palangka Raya.
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di palangka Raya.
sekretaris Daerah provinsi Katimantai Tengah ai Fahngka Raya.
Kepala BAPPEDA provinsi Kalimantan Teng;h di palangla Ra.#.
Kepala Dinas Pekerjaan umum dan penat 

"" Ruang provinsi-
Kalimantan Tengah di palangka Raya.
Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
sekretaris Daerah Kabupaten Barito selatan di Buntok.
Kepala BAPPEDA Kabupaten Barito selatan di Buntok.
Masing-masing yang bersangkutan.

13.
14.
15.
t6.

di Buntok



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.a5l 4s /2022
TANGGAL : 15 pehmmrL f,$A*

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KEBIJAKAN SATU PETA
DI KABUPATEN BARITO SELATAN.

Itto. n1rfia / JAsltAru P{oKoK

TIIII PIRCEPATAIT *,,,,
Bupati Barito Selatan

Wakil Bupati Barito Selatan

Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan
Kepala BAPPEDA Kab. Barito Selatan
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Setda Kab. Barito Selatan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito selatan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang
Kab. Barito Selatan

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, pertanian dan
Perikanan Kab. Barito Selatan

Kepala Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan

Kepa1a Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan
Pertanaha:r Kab. Barito Selatan

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kab. Barito Selatan

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transrnigrasi

Kab. Barito Selatan

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Kab. Barito Selatan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kab. Barito Selatan

KepaJa BPKAD Kabupaten B,anto Selatan

Kepala Kantor ATR /Badan Pertanahan Nasional

Kab. Barito Selatan

Camat Dusun Selatan

Camat Dusun Utara

Camat Gunung Bintang Awai
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Pembina
Trfakil Pembina

Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota



20. I Camat Karau Kuala Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

21. I Camat Dusun Hilir

22. I Camat Jenamas

23. I Kepala UPT KPHL Gerbang Barito Wilayah Kabupaten

Barito Selatan

24. I Kepala UPT KPHP Barito Hilir Wilayah Kabupaten

Barito Selatan

B. TTT PEI"AKSANA KEBI.IAITAN SATU PEIA

1. I A"i*t"r, Perekonomian dan Pembangunan Setda I Ketua

Kab. Barito Selatan

Z. I f*U.g Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda I Wakil Ketua

Kab. Barito Selatan

3. I S"t."t ris Bappeda Kab. Barito Selatan I S.kretaris

+. 1 f*Uia Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum 1 Anggota

dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan

S. I faUia perkebunan pada Dinas Ketahanan Pangan, I Anggota

Pertanian dan Perikanan Kab. Barito Selatan

6. I KaUag Hukum Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan I Anggota

7. I tcaUag Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Barito I Anggota

Selatan

8. I faUia Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas I Anggota

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kab. Barito Selatan

C. I tTU SEKRBTARIAT I(EBIJAfiAIT SATU PEirA

1. I XaUia Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada I Ketua

Bappeda Kab. Barito Selatan

2. I Syeruf'AGUNG, S.Hut / Perencana pada Bidang I S*kretaris

lnlrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda

Kab. Barito Selatan

3. I BUe PATRIA, S.Hut / Perencana pada Bidang I Anggota

Infrastrukfur dan Pengembangan Wilayah Bappeda

Kab. Barito Selatan

4. I tnUn MARLINA, S.Hut., M.M / Perencana pada Bidang I Anggota

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda

Kab. Barito Selatan



ISNAENI SUROSO, SKM / pengumpul dan pengolah

Data Bidang Pertanahan pada Bidang Infrastruktur
dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kab. Barito
Selatan

MUARIFIANI / Pengelola Geospasial pada Bidang
Infrastruktur dan pengembangan Wilayah Bappeda

Kab. Barito Selatan

DEDY JUARI, A.Md.Ak I Pengumpul dan pengolah

Data Bidang Pertrmahan dan permukiman pada

Eidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Bappeda Kab. Barito Selatan

AHMAD YONGKI / Tenaga Kontrak pada Bidang

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda

Kab. Barito Selatan

PUTRI BAINAH RAHMAH / TenagaKontrak pada

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Bappeda Kab. Barito Selatan

NURA KUS MARWATI / Tenaga Kontrak pada Bidang

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda

Kab. Barito Selatan

sELltTAt,
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LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 6,s /2022
TANGGAL : 15 ll etn:Eri ?.ffi.Z

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KEBIJAKAN SATU PETA
DI KABUPATEN BARITO SELATAN.

URAIAN TUGAS TIM KTBIJAI(AIV SATU PETA
DI KAB{IPATEil BARITO SEI,ATAfl

a. Tim Percepatan Kebijakan satu peta mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan koordinasi strategis Kebijakan Satu peta (KSp);
2- Membuat atau menetapkan kebijakan prosedur tetap yang dibutuhkan

untuk percepatan pelaksanaan KSp;

3. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dan Tim Sekretariat agar
sesuai dengan target kinerja yang menjadi tqiuan pelaksanaan KSp;

4. Melakrkan pemantauan dan evaluasi terhadap percepatan pelaksanaan
KSP pada umumnya dan rencana aksi percepatan pelaksanaan KSp
pada khususnya; dan

5. Memberikan rekomendasi dan fasilitasi penyelesaiarl pennasalahan IGT
Kebijakan Satu Peta termasuk penyediaan alokasi anggaran dalam
rangka penyelesaian perrnasatahan tersebut.

Tim Pelaksana Kebijakan Satu Peta mempunyai tugas :

1. Melakukan koordinasi teknis yang dibutuhkan untuk percepatan

pelaksanaan kebijakan satu peta;

2. Merurnuskan rencana aksi dalam rangfta penyelesaian permasalahan

dan hambatan percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta; dan

3. Memberikan masukan kepada Ketua Tim KSP terkait solusi strategis

permasalahan teknis dan non teknis agar sesuai dengan tqiuan
percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta yang telah ditetapkan.

Tim Sekretariat Kebijakan Satu Peta mempunyai tugas :

1. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan

administratif kepada Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta dan Tim

Pelaksana Kebijakan Satu Peta Kabupaten Barito Selatan;

2. Melakukan inventarisasi, kompilasi, integrasi dan sinkronisasi data

informasi geospasial;

3. Menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas Tim Pelaksana

Kebijakan Satu Peta;

4. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan;

b.

c.



5.M pelaksanaan kegiatan pada Tim Pelaksana

6.

7.

Kebijakan Satu Peta;

Menyiap}rarr l,aporan pelaksarraarr Rencana Aksi Kebijakan Satu Peta;

dan
pelaksanaan teknis kegiatan operasional dan administrasi di kelola

di sekretariat Geoportal Kebijakan satu Peta Kabupaten Barito selatan'


